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BAB V 

Simpulan dan Saran 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keberadaan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 

2019 ini adalah untuk upaya penguatan bagi Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). Namun sesuai dengan UU KPK tersebut,  adanya dewan 

pengawas KPK dapat mengganggu kinerja KPK. Karena dewas 

mempunyai tugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin 

penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan selayaknya aparat penegak 

hukum. Sehingga, berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam 

penanganan perkara.  

Namun dengan adanya Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, 

Mahkamah telah mencabut salah satu tugas dewan pengawas tersebut 

agar KPK dapat melaksanakan upaya pemberantasan korupsi dengan baik 

dan tidak ada intervensi dari Dewas. Selain itu, tugas penting yang 

dimiliki Dewas ini memiliki tujuan untuk menjadikan KPK betul-betul 

menganut paham yang telah tercantumkan pada asas-asas yang ada dalam 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu kepastian hukum, 

keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga menurut penulis, 

tujuan adanya Dewas dalam KPK adalah untuk mengembalikan 

kepercayaan publik dengan cara melakukan kontrol terhadap kinerja 

KPK. Sehingga, menurut pendapat penulis pengawasan  yang dilakukan 

oleh Dewan Pengawas tidak bisa mempengaruhi pemeriksaan perkara 

oleh KPK.  

2. Setelah adanya Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, telah 

dicabutnya tugas Dewan Pengawas yang menjadi kontroversial. Sehingga 
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Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk dapat memberikan 

izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan 

penyitaan. Maka dari itu, KPK tetap dikulifikasikan sebagai lembaga 

yang independen, karena dalam proses penanganan tindak pidana korupsi 

bisa dilakukan tanpa adanya campur tangan lembaga lain termasuk dewan 

pengawas. Hal tersebut juga disampaikan oleh Arteria Dahlan bahwa 

dewan pengawas merupakan bagian integral dari tubuh KPK yang 

bertugas sebagai pengawas untuk mencegah terjadi penyalahgunaan 

kewenangan.  

 

5.2 Saran 

Sesuai dengan pembahasan yang telah penulis kaji pada bab sebelumnya, 

saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. KPK hendaknya membangun kerja sama dengan Dewan Pengawas agar 

lebih terciptanya hubungan baik. Sehingga, baik Dewan Pengawas 

maupun KPK masing-masing dapat melaksanakan tugasnya dengan baik 

agar mencapai tujuan utama dari adanya KPK itu sendiri, yaitu 

melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

2. KPK sebaiknya lebih memfokuskan kepada tujuan utamanya, 

dikarenakan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas 

untuk mengontrol kinerja KPK. Sebab dengan adanya revisi UU KPK, 

KPK diharapkan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya menjadi 

lebih baik dengan indikasi tingkat korupsi di Indonesia menurun. Dengan 

adanya dewan pengawas yang secara langsung mengawasi kinerja KPK 

dan tidak mengganggu independensi, maka pimpinan KPK dapat lebih 

terpacu di dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi terutama 

untuk pencegahannya. 
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